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MEMENDIKBUD. Pendidikan Layanan Khusus.
Pendidikan Khusus. Pendidikan Tinggi.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2014
TENTANG

PENDIDIKAN KHUSUS, PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS DAN/ATAU
PEMBELAJARAN LAYANAN KHUSUS PADA PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan
Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus
Pada Pendidikan Tinggi;
Mengingat 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang

Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Menetapkan :

Tahun 2005 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5251);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara,;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian
Negara;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu IlI,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PENDIDIKAN KHUSUS, PENDIDIKAN LAYANAN
KHUSUS DAN/ATAU PEMBELAJARAN LAYANAN KHUSUS
PADA PENDIDIKAN TINGGI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan khusus pada pendidikan tinggi adalah pelaksanaan
pendidikan di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang mengalami
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hambatan fisik, emosi, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi
kecerdasan dan bakat istimewa.

Pendidikan layanan khusus pada pendidikan tinggi adalah
pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang
berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, serta mahasiswa
yang mengalami bencana alam atau bencana sosial, dan mahasiswa
yang tidak mampu dari segi ekonomi.

Pembelajaran layanan khusus pada pendidikan tinggi adalah
pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang
berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, serta mahasiswa
yang mengalami bencana alam atau bencana sosial, dan mahasiswa
yang tidak mampu dari segi ekonomi.

Disabilitas adalah kondisi ketunaan yang mengakibatkan seseorang
membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-
teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif
dalam kegiatan di masyarakat atas dasar kesetaraan.

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan
menengah yang mencakup program diploma, program sarjana,
program magister, program doktor, program profesi, program spesialis
yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan
bangsa Indonesia.

Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi.

Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi
urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian.

Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di
bidang pendidikan.

BAB Il
TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan khusus pada pendidikan tinggi
bertujuan:

a. memperluas akses dan kesempatan bagi warga negara
penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan tinggi;
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b. memperluas akses dan kesempatan bagi warga negara yang
memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti
pendidikan tinggi;

c. menyediakan akses dan perlakuan khusus bagi mahasiswa
penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan disabilitasnya
dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan berbagai aktivitas
lainnya di perguruan tinggi sehingga mereka dapat mencapai
kinerja dan prestasi secara optimal,

d. menyediakan perlakuan khusus bagi mahasiswa yang memiliki
potensi kecerdasan dan bakat istimewa dalam mengikuti kegiatan
pendidikan di perguruan tinggi sehingga mereka dapat
mengoptimalkan keunggulan dan potensi yang dimiliki;

Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran
Layanan Khusus pada pendidikan tinggi bertujuan menyediakan
akses dan kemudahan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan
mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal,
serta mahasiswa yang mengalami bencana alam atau bencana sosial,
dan mahasiswa yang tidak mampu dari segi ekonomi untuk mengikuti
pendidikan di perguruan tinggi.

BAB Il
PENDIDIKAN KHUSUS

Pasal 3

Mahasiswa penyandang disabilitas antara lain mencakup mahasiswa
tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan gangguan spektrum autis
(autistic spectrum disorders).

Mahasiswa cerdas istimewa adalah mahasiswa yang menunjukkan
prestasi akademik dan/atau potensi intelektual jauh di atas rata-rata.

Mahasiswa cerdas istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan berdasarkan penilaian tim ahli yang dibentuk oleh masing-
masing perguruan tinggi.

Mahasiswa berbakat istimewa adalah mahasiswa yang menunjukkan
kinerja dan/atau prestasi yang luar biasa pada bidang keahlian
tertentu.

Bidang keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain
bidang seni dan olah raga.

Mahasiswa berbakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditetapkan berdasarkan penilaian tim ahli yang dibentuk oleh masing-
masing perguruan tinggi
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